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Abstrak

Perkembangan kehidupan sosial dewasa ini
menunjukkan menurunnya nilai-nilai  etika
dalam hubungan sosial termasuk di dalamnya
dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang
terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun
juga terhadap anak. Kekerasan dapat meliputi
kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
Mengingat semakin banyaknya kasus-kasus
kekerasan dalam rumah tangga, maka
pemerintah telah memberlakukan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Kata kunci: Kekerasan, rumah tangga

I. PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga
yang bahagia, aman, tenteram dan damai
merupakan dambaan setiap orang dalam
menjalani kehidupan berumah tangga. Negara
Republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sehingga setiap orang dalam lingkup rumah
tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh nilai-nilai
yang baik sesuai ajaran agamanya. Hal ini perlu
terus ditumbuh kembangkan dalam rangka
membangun keutuhan rumah tangga. Untuk
mewujudkan  keutuhan dan  kerukunan
tersebut, sangat tergantung pada setiap orang
dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar
kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap
orang dalam lingkup rumah tangga tersebut,
Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi
sebagai akibat dari pengendalian diri tidak
dapat dikontrol dan kualitas hubungan dalam
rumah tangga yang tidak baik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan
fenomena yang terjadi dalam sebuah
komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan
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ini disebut hidden crime (kejahatan yang
tersembunyi). Disebut demikian, karena baik
pelaku maupun korban berusaha untuk
merahasiakan  perbuatan  tersebut dari
pandangan publik (Soeroso, 2006:1). Kekerasan
dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua
level status ekonomi keluarga, apakah keluarga
dengan status ekonomi rendah, menengah
ataupun atas. Adapun penyebab terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari
pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku
mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila
menghadapi  situasi yang  menimbulkan
kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang
agresif biasanya dibentuk melalui interaksi
dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial
di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan
mewarnai  kehidupan sebuah  keluarga,
kemungkinan besar anak-anak mereka akan
mengalami hal yang sama setelah mereka
menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka
menganggap bahwa kekerasan merupakan hal
yang wajar atau mereka dianggap gagal jika
tidak mengulang pola kekerasan tersebut.
Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua
yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya
akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada
istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar
diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak
tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat
melakukan tindak kekerasan bila berhadapan
dengan situasi yang menimbulkan frustasi
misalnya kesulitan ekonomi yang
berkepanjangan, penyelewengan suami atau
istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja
atau penyalahgunaan obat terlarang dan
sebagainya (Soeroso,2006:76)

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat
menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri,
anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan
tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga
sebagian besar adalah kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena
hubungan antara korban dan pelaku tidak
setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki
status kekuasaan yang lebih besar, baik dari
segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status
sosial dalam keluarga.
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Il. PENGERTIAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berkaitan
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan rumah tangga menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu
yang berkenaan dengan kehidupan keluarga
dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah
suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah
keluarga sehingga menimbulkan potensi korban
tidak berkembang.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT),
penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah jaminan yang diberikan oleh negara
untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga dan melindungi korban
kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga dalam
Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 meliputi:
1. Suami, istri, dan anak,

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud, karena  hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan
perwalian yang menetap dalam rumah
tangga,

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga
dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Dimana orang yang bekerja sebagaimana
dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah
dipandang sebagai anggota keluarga dalam
jangka waktu selama berada dalam rumah
tangga yang bersangkutan.

lll. BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat
terjadi dalam 4 bentuk yaitu:
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1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang No. 23

Tahun 2004  tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT),

kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau
luka berat.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan fisik

yaitu:

A. Kekerasan fisik berat

1. Cedera berat

2. Tidak mampu menjalankan tugas
sehari-hari.

3. Pingsan

4. Luka berat pada tubuh korban dan
atau luka yang sulit disembuhkan atau
yang menimbulkan bahaya mati.

5. Kehilangan salah satu panca indera.

6. Mendapat cacat.

7. Menderita sakit lumpuh.

8. Terganggunya daya pikir selama 4
minggu lebih.

9. Gugurnya atau matinya kandungan
seorang perempuan.

10. Kematian korban.

B. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar,
menjambak, mendorong, dan
perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cederaringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak
masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik
ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis
kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 dari Undang- Undang No.
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT),
kekerasan psikis adalah sebagaiperbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan Psikis

yaitu;

A. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan
pengendalian, manipulasi, eksploitasi,
kesewenangan, perendahan dan
penghinaan, dalam bentuk pelarangan,
pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan
dan atau ucapan yang merendahkan
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atau menghina; penguntitan; kekerasan
dan atau ancaman kekerasan fisik,
seksual dan ekonomis; yang masing-
masingnya bisa mengakibatkan
penderitaan psikis berat berupa salah
satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan
makan atau ketergantungan obat
atau disfungsi seksual yang salah
satu atau kesemuanya berat dan
atau menahun.

2. Gangguan stres

3. Gangguan fungsi tubuh berat
(seperti tiba-tiba lumpuh atau buta
tanpa indikasi medis) pasca trauma.

4. Depresi

5. Gangguan jiwa dalam bentuk
hilangnya kontak dengan realitas
seperti skizofrenia dan atau bentuk
psikotik lainnya berat atau destruksi
diri.

6. Bunuh diri

B. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan

pengendalian, manipulasi, eksploitasi,
kesewenangan, perendahan dan
penghinaan, dalam bentuk pelarangan,
pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan
dan atau ucapan yang merendahkan atau
menghina, penguntitan, ancaman
kekerasan fisik, seksual dan ekonomis,
yang masing-masingnya bisa
mengakibatkan penderitaan psikis ringan,
berupa salah satu atau beberapa hal
berikut ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror

2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak.

3. Gangguan tidur atau gangguan makan
atau disfungsi seksual.

4. Gangguan fungsi tubuh ringan
(misalnya, sakit kepala, gangguan
pencernaan tanpa indikasi medis).

5. Fobia atau depresi temporer.

3. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual dalam rumah tangga
(marital rape) seringkali terjadi tetapi
dianggap tidak mungkin sehingga selalu
diabaikan. Menurut Pasal 8 dari Undang
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (PKDRT), kekerasan seksual yaitu:

a. Pemaksaan hubungan seksual vyang
dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap
salah seorang dalam lingkup
rumahtangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu. Adapun klasifikasi lain dari
Kekerasan Seksual yaitu;

A. Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak
fisik, seperti meraba, menyentuh
organ seksual, mencium secara
paksa, merangkul serta perbuatan
lain  yang menimbulkan rasa
muak/jijik, terteror, terhina dan
merasa dikendalikan.

2. Pemaksaan hubungan seksual
tanpa persetujuan korban atau
pada saat korban tidak
menghendaki.

3. Pemaksaan hubungan seksual
dengan cara tidak disukai,
merendahkan dan atau
menyakitkan.

4, Pemaksaan hubungan seksual
dengan orang lain untuk tujuan
pelacuran dan atau tujuan
tertentu.

5. Terjadinya hubungan seksual
dimana pelaku memanfaatkan
posisi ketergantungan korban yang
seharusnya dilindungi.

6. Tindakan seksual dengan kekerasan
fisik dengan atau tanpa bantuan
alat yang menimbulkan sakit,
luka,atau cedera.

B. Kekerasan seksual ringan, berupa
pelecehan seksual secara verbal
seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan
atau secara non verbal, seperti
ekspresi wajah, gerakan tubuh atau
pun perbuatan lainnya yang meminta
perhatian  seksual yang  tidak
dikehendaki korban bersifat
melecehkan dan atau menghina
korban.
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C. Melakukan repitisi kekerasan seksual
ringan dapat dimasukkan ke dalam
jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi mencakup penelantaran

dalam rumah tangga dan juga

mengakomodasi pelarangan bekerja yang
menyebabkan ketergantungan
ekonomi.Menurut Pasal 9 dari Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (PKDRT), kekerasan ekonomi

meliputi:

a. Setiap orang dilarang menelantarkan
orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia  wajib  memberikan
kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Penelantaran juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk
bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut .

Adapun klasifikasi lain dari Kekerasan Ekonomi

vaitu;

A. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan
eksploitasi, manipulasi dan pengendalian
lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara
eksploitatif termasuk pelacuran.

2. Melarang korban bekerja tetapi
menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan
tanpa persetujuan korban, merampas
dan atau memanipulasi harta benda
korban.

B. Kekerasan  ekonomi  ringan, berupa
melakukan upaya-upaya sengaja yang
menjadikan korban tergantung atau tidak
berdaya secara ekonomi atau tidak
terpenuhi kebutuhan dasarnya (Shinta &
Bramanti, 2007: 12-16).

IV. PERBUATAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI PERBUATAN PIDANA

Kepada pelaku Kekerasan dalam Rumah

Tangga berlaku ketentuan Pidana sebagaimana
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diatur dalam Pasal 44 (1) yang menyatakan
setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf al
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Selanjutnya dalam ayat (2) diatur Dalam hal
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit
atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah). Kemudian dalam ayat (3)
menentukan Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya
korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling
banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah). Dalam ayat (4) mengatur Dalam
hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

Pelaku yang melakukan kekerasan psikis
terancam dengan ketentuan Pasal 45 (1) yang
menentukan Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b2 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta
rupiah. Selanjutnya terhadap pelaku yang
melakukan kekerasan seksual terancam dengan
ketentuan Pasal 46 yang menyatakan Setiap
orang yang melakukan perbuatan kekerasan
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a3 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling
banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah.

Ketentuan lainnya yang berhubungan
dengan kekerasan seksual diatur dalam Pasal
47 vyang menyatakan Setiap orang vyang
memaksa orang yang menetap dalam rumah
tangganya melakukan hubungan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b4
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling
sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah). Jika korban kekerasan
seksual mengalami luka maka kepada pelaku
dikenakan ketentuan dalam Pasal 48 vyang
mengatur Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang
tidak memberi harapan akan sembuh sama
sekali, mengalami gangguan daya pikir atau
kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat)
minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau  mengakibatkan  tidak
berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun atau denda paling sedikit
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Tentang Penelantaran, ketetnuan pidananya
diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain
dalam lingkup rumah tangganya sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)5 ; b.
menelantarkan  orang lain  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Menurut
ketentuan Pasal 50 Selain pidana sebagaimana
dimaksud dalam Bab ini hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa : a.
pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan
untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam
jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan
hakhak tertentu dari pelaku; b. penetapan
pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu. Yang dimaksud
dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga
yang sudah terakreditasi menyediakan
konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah
sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang
mempunyai keahlian memberikan konseling
bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana
percobaan dengan maksud untuk melakukan

pembinaan terhadap pelaku dan menjaga
keutuhan rumah tangga. Ketentuan tentang
penelantaran diatur dalam Pasal 9 (1) Setiap
orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut
hukum vyang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia  wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut. (2)
Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan
delik aduan (Pasal 51) demikian pula dalam
Pasal 52 menentukan Tindak pidana kekerasan
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya
merupakan delik aduan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga sering
terjadi dalam lingkup keluarga dimana
terjadinya disebabkan oleh dua faktor yaitu
faktor internal dan eksternal. Faktor internal
menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan
yang menyebabkan pelaku mudah sekali
melakukan tindak kekerasan bila menghadapi
situasi yang menimbulkan kemarahan atau
frustasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor
diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang
tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif
dapat melakukan tindak kekerasan bila
berhadapan dengan situasi yang menimbulkan
frustasi, misalnya kesulitan ekonomi vyang
berkepanjangan, penyelewengan suami atau
istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja
atau penyalahgunaan obat terlarang.

B. Saran

Diperlukan adanya upaya yang sungguh-
sungguh oleh semua pihak baik pemerintah
maupun masyarakat dalam meminimalisir
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terjadinya kasus kekerasan dalam rumah
tangga melalui pelaksanaan sosialisasi UU
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumag Tangga. Upaya lainnya
melalui penegakan hukum sesuai ketentuan
yang berlaku bagi pelaku kekerasan dalam
rumah tangga.
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